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Abstract
One of  the Government’s  main task  is to provide  services.  Public  service  is the  fulfillment  of  the public  

(society) and to improve the welfare of the community. These services are including helath community services. Every  
citizen has the right to good health care. As one of the efforts to reduce poverty, the government through the Ministry of  
Health  since  2005,  making  health  insurance  program  for  the  poor  community.  The  research  meants  to  find  the 
costumers quality of health services for a health card recipients at RSUD Ibnu Sina Kabupaten Gresik. Location of the  
study conducted in Gresik Ibnu Sina General Hospital, which is     one BPJS patient referral hospital. Researchers used  
a  technique  with  purposive  sampling  informant  election,  then  developed  with  snowball  sampling  technique,  the  
researchers used an analysis "qualitative" is an emerging data intangible words and not a series of numbers.  The  
conclusion  of  this  study,  there  are  six  aspect  of  the  quality  of  health  care:  (1)  Tangibles  (2)  Responsiveness  (3)  
Competence  (4) Credibility  (5) Access (6) Communication
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Pendahuluan
Kemiskinan  merupakan  masalah 

yang  selalu  ada  pada  setiap  negara, 
meskipun  zaman  telah  memasuki  era 
globalisasi,  namun  tidak  dapat  dipungkiri 
masalah  kemiskinan  selalu  menjadi 
penghambat  kemajuan  suatu  negara. 
Permasalahan  kemiskinan  tidak  hanya 
terdapat di negara-negara berkembang saja, 
bahkan  di  negara  maju  juga  mempunyai 
masalah   kemiskinan.   Kemiskinan  tetap 
menjadi masalah yang rumit, walaupun fakta 
menunjukkan bahwa tingkat  kemiskinan di 
negara  berkembang  jauh  lebih  besar 
dibanding  dengan  negara  maju.  Hal  ini 
dikarenakan,  negara  berkembang  pada 
umumnya  masih  mengalami  persoalan 
keterbelakangan  hampir  di  segala  bidang, 
seperti teknologi, kurangnya akses ke sektor 
publik,  akses  sektor  ekonomi,  dan  lain 
sebagainya. Seperti yang dirilis Kementerian 
Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan 
Transmigrasi  (Kemendes  PDTT)  bahwa 
penduduk  miskin  di  Indonesia  sebagian 
besar  tinggal  di  pedesaan,  yaitu  mencapai 
17,9 juta  orang (62%) dari  total  penduduk 
miskin  yang  ada  yaitu  sejumlah  28,5  juta 
orang (Jawa Pos, Minggu 7 Pebruari 2016; 
hal 11).

Dampak  kemiskinan  dapat 
dikaitkan  dengan  bermacam-macam  hal 
yaitu  salah  satunya  adalah  kesehatan  dan 
penyakit.  Kemiskinan  mempengaruhi 
kesehatan  sehingga  orang  miskin  menjadi 

rentan  terhadap  berbagai  macam penyakit, 
karena mereka mengalami gangguan seperti 
menderita  gizi  buruk,  pengetahuan 
kesehatan  berkurang,  perilaku  kesehatan 
kurang, lingkungan pemukiman yang buruk, 
biaya kesehatan tidak tersedia.

Program-program yang 
dilaksanakan selama  ini  juga  selalu 
memberikan  perhatian  besar  pada  upaya 
pengentasan  kemiskinan,  karena  pada 
dasarnya  pembangunan  yang  dilakukan 
bertujuan  untuk  meningkatkan 
kesejahteraan  dan  kemakmuran 
masyarakat. Meskipun demikian, masalah 
kemiskinan sampai saat ini terus menerus 
menjadi masalah yang berkepanjangan.

Peran  pemerintah  terhadap 
tanggung  jawab  kesehatan  masyarakat 
warga  Negara  salah  satunya  dituangkan 
dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 
28  H  dan  Undang-Undang  Nomor  23 
Tahun  1992  tentang  Kesehatan, 
menetapkan  bahwa  setiap  orang  berhak 
mendapatkan  pelayanan  kesehatan. 
Karena itu,  setiap individu,  keluarga dan 
masyarakat  berhak  memperoleh 
perlindungan  terhadap  4  kesehatannya, 
dan negara  bertanggung jawab mengatur 
agar  terpenuhi  hak  hidup  sehat   bagi 
penduduknya termasuk bagi  masyarakat 
miskin dan tidak mampu.

Regulasi  terkait  jaminan  kesehatan  terus  bergulir, 
dengan  adanya  fenomena  kesadaran  tentang 
pentingnya  jaminan  perlindungan  sosial  terus  be 
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rkembang sesuai amanat pada perubahan UUD 1945 
Pasal  34 ayat  2,  yaitu menyebutkan bahwa negara 
mengembangkan Sistem Jaminan Sosial bagi seluruh 
rakyat  Indonesia.  Dengan  dimasukkannya  Sistem 
Jaminan  Sosial  dalam  perubahan  UUD  1945, 
terbitnya UU Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem 
Jaminan  Sosial   Nasional  (SJSN)  menjadi  suatu 
bukti  yang kuat  bahwa pemerintah dan pemangku 
kepentingan terkait memiliki  komitmen yang besar 
untuk mewujudkan kesejahteraan sosial bagi seluruh 
rakyatnya. Melalui SJSN sebagai salah satu bentuk 
perlindungan  sosial  pada  hakekatnya  bertujuan 
untuk  menjamin  seluruh  rakyat  agar  dapat 
memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.

Untuk mewujudkan Sistem Jaminan Sosial 
Nasional  perlu  dibentuk  badan  penyelanggara 
berbadan hukum yang dibentuk berdasarkan prinsip 
kegotongroyongan,  nirlaba,  keterbukaan, 
keterhatian, akuntabilitas, portabilitas, kepersertaan 
bersifat wajib,  dan amanat,  dan hasil pengelolaan 
dana  jaminan  sosial  seluruhnya  untuk 
pengembangan  program  dan  untuk  sebesar- 
besarnya  kepentingan  peserta.  Serta  berdasarkan 
asas  kemanusiaan,  manfaat,  dan  keadilan  social 
bagi seluruh rakyat Indonesia.

UU  BPJS  lahir  sebagai  amanat  dari 
pelaksanaan  UU  SJSN.  Dalam  Undang-undang 
tersebut  dinyatakan  bahwa  penyelenggara  SJSN 
dalam  bentuk  Badan,  dalam  hal  ini  Badan 
Penyelenggara  Jaminan  Sosial  yang  harus 
ditetapkan  oleh  Undang-undang.  Selain  itu  UU 
SJSN mengamantkan  pembentuk  dewan  nasional 
yang  berfungsi  membantu  Presiden  dalam 
perumusan  kebijakan  umum  dan  sinkronasi 
penyelenggara  system  jaminan  social  nasional, 
mengawasi  legitimasi  jaminan social  dan bersifat 
independen dalam bentuk Dewan Jaminan Sosial 
Nasional.

Pelaksanaan  program  Jamkesmas  tahun 
2012  dilaksanakan  dengan  beberapa 
penyempurnaan  pada   aspek   kepesertaan, 
pelayanan, pendanaan dan pengorganisasian. Pada 
aspek  kepesertaan,  data  yang  akan  digunakan 
bersumber  dari  basis  data  terpadu  Tim Nasional 
Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) 
yang  berlaku  setelah  peserta  menerima  kartu 
Jamkesmas yang baru. Sementara peserta non kartu 
meliputi  gelandangan,  pengemis,  anak dan  orang 
terlantar,  masyarakat  miskin penghuni  panti-panti 
sosial,  masyarakat  miskin  penghuni  Lembaga 
Pemasyarakatan/Rumah Tahanan. Dengan lahirnya 
Peraturan  Menteri  Kesehatan  Nomor  40  Tahun 
2012  tentang  Pedoman  Pelaksanaan  Program 
Jaminan  Kesehatan  Masyarakat,  diharapkan 
masyarakat  miskin  akan  mendapatkan  pelayanan 
kesehatan yang lebih baik dari sebelumnya.

Setelah  program  JKN  diluncurkan  pada 
tanggal  1  januari  2014  pelaksanaan  program ini 
dilapangan  banyak  terdapat  kendala,  dari  studi 

pendahuluan  yang  dilakukan  peneliti  di  Pusat 
Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan Kementerian 
Kesehatan RI pada saat  melakukan magang pada 
bagian tersebut membuktikan, permasalahan utama 
yang  sering  dilaporkan  penyelenggara  pelayanan 
kesehatan kepada pemerintah pusat  adalah terkait 
pelayanan  yang  diberikan  pada  provider  tingkat 
lanjutan  (Rumah  Sakit)  yang  dirasakan  tidak 
maksimal  karena  berbagai  masalah,  yang 
diantaranya : masalah alat pelayanan yang terbilang 
rumit,   system  pembiayaan  kesehatan  di   Rumah 
Sakit  yang  menggunakan system Indonesian-Case 
Based Groups (INA-CBGs) yang masih seutuhnya 
belum  mendukung  program,  ketersediaan  alat 
kesehatan dan obat  yang  belum mendukung, serta 
jumlah sumber daya manusia yang dirasa kurang 
sejak program JKN ini diluncurkan. Penelitian lain 
yang  dilakukan  oleh  Rahayu  (2010)  mengenai 
implementasi kebijakan jaminan 
kesehatan  masyarakat  (Jamkesmas)  di  Rumah 
Sakit(  Studi  Kasus  di  RSUD  Dr.  Soetomo) 
menunjukkan bahwa masih terdapat kendala dalam 
penyelenggaraan  program  Jamkesmas  yaitu 
tunggakan  klaim yang dialami  rumah sakit  yang 
menyebabkan  kerugian. 
(http://www.republika.co.id/berita/nasional/ 
daerah/14/01/01/myqeol-bpjs-kesehatan-siap- 
layani-40-persen  “BPJS Kesehatan”  diakses  pada 
jam 09.00 WIB pada tanggal 9 Januari 2016)

Regulasi  Badan Penyelenggara Jaminan 
Sosial  Nomor  1  Tahun  2014  tentang 
Penyelenggaraan  Jaminan  Kesehatan,  membuat 
peraturan  pelaksana  yang  dibentuk  oleh  BPJS 
Kesehatan untuk melaksanakan program jaminan 
sosial  di  bidang  kesehatan.  Substansi  yang 
memuat  mekanisme  lebih  teknis,  untuk 
pelaksanaan   jaminan  sosial  bidang  kesehatan. 
Secara normatif dan berjenjang, program jaminan 
sosial sudah memiliki landasan hukum yang kuat. 
Konstitusi juga sudah memberikan landasan yang 
jelas  bagi  pelaksanaan  program  ini.  Konsepsi 
awal  dari  jaminan  kesehatan  ini  adalah  agar 
semua  warga  negara  dapat  terjamin  hak  dasar 
bidang  kesehatannya  sehingga  dapat  hidup 
dengan  layak.  Amanat  yang  terdapat  dalam 
konstitusi  tersebut  kemudian  dijawantahkan 
dalam UU Nomor 40 Tahun 2004 tentang SJSN, 
sayangnya UU tersebut kurang memperkuat posisi 
Badan  Pelaksana  Jaminan  Sosial  (BPJS).  UU 
tersebut  hanya  menempatkan  BPJS  sebagai 
gabungan  dari  empat  BUMN yang  sebelumnya 
telah  ada.  Maisng-masing  BUMN  tersebut 
kemudian  menjalankan  fungsi 
mengimplementasikan  jaminan  sosial  masing- 
masing. UU Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS 
lebih  menyempurnakan  dari  sisi  kelembagaan. 
BPJS bukan lagi BUMN yang berbadan hukum 
privat  Perseroan  Terbatas  (PT)  melainkan 
berbadan  hukum  publik  yang  kedudukannya 
diatur oleh undang-undang dan bertanggungjawab 

http://www.republika.co.id/
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langsung kepada Presiden. Selain itu fungsi BPJS 
juga  dikerucutkan  hanya  menjadi  dua,  yaitu 
kesehatan  dan  ketenagakerjaan.  Kuatnya  posisi 
BPJS pasca pemberlakuan UU Nomor 24 Tahun 
2011 akan membuat pelaksanaan jaminan sosial 
baik  bidang  kesehatan  maupun  ketenagakerjaan 
berjalan dengan baik.  Hal ini tentu memerlukan 
dukungan dari banyak pihak, terutama pemerintah 
daerah  agar  dapat  mengintegrasikan  program 
jaminan sosial yang ada di daerah masing-masing 
kepada BPJS.

Dirjen  Bina  Upaya  Kesehatan  Kementerian 
Kesehatan (Kemenkes), Akmal Taher,  mengatakan 
tugas kemenkes bukan hanya menyiapkan fasilitas 
kesehatan  untuk  peserta  BPJS  kesehatan,  tetapi 
juga menangani seluruh penduduk Indonesia yang 
jumlahnya sekitar 250 juta jiwa. Kemenkes sudah 
menyiapkannya,  akan  tetapi,  persiapan  itu  harus 
ditingkatkan lagi karena program BPJS Kesehatan 
menuntut kualitas pelayanan yang lebih baik. Atas 
dasar  itu  Akmal  menyebut  Kemenkes  membuat 
standarisasi  pelayanan  untuk  member  pelayanan 
kesehatan ditingkat premier dan lanjutan. Dengan 
begitu  diharapkan  peserta  BPJS  mendapatkan 
pelayanan  dengan  baik  sebagaimana  amanat 
peraturan  perundang-undangan.  Seluruh  fasilitas 
kesehatan  milik  pemerintah  wajib  bekerja  sama 
dengan  BPJS  kesehatan.  Namun,  Akmal 
mengatakan  sampai  saat  ini  pemerintah  masih 
kekurangan  sejumlah  fasilitas  kesehatan,  seperti 
tempat tidur di RS. Untuk mengatasi  masalah itu 
BPJS kesehatan diimbau untuk menggandeng RS 
swasta (http://www.bpjskesehatan.go.id/berita-117- 
bpjs-kesehatan  -harus-mengantisipasi-potensi- 
masalah.html  ,  diakses pada jam 13.00 pada tanggal 
9 januari 2016)

Kepala  Cabang  BPJS  Gresik  Galih 
Anjungsari  mengatakan,  kerap adanya pengaduan 
dari pasien peserta BPJS kesehatan bahwa rumah 
sakit  memberi  pungutan  tambahan  yang 
memberatkan  pasien  peserta  BPJS  kesehatan 
seperti  diarahkan  pihak  rumah  sakit  untuk  naik 
kelas.  Dalihnya  adalah  ruang  perawatan  telah 
penuh. Akibatnya, pasien harus membayar selisih 
lebih biaya perawatan. (Jawapos, Rabu 17 Februari 
2016; hal 34)

Sistem Jaminan Sosial di Indonesia sedang 
mengalami perubahan cukup besar  dengan tujuan 
agar system yang ada sekarang dapat lebih efektif 
dalam  melayani  para  penerima  manfaat  jaminan 
sosial,  juga  untuk  memperluas  cakupan  manfaat 
jaminan sosial ke seluruh pekerja di Indonesia baik 
pekerja disektor formal maupun informal, Program 
jaminan social yang ada sekarang dianggap kurang 
berhasil  dalam  tujuannya  puntuk  memberikan 
manfaat  yang  cukup  baik  bagi  para  penerima 
manfaat,  karena  jumlah  penerima  manfaat,  nilai 
manfaat,  dan  hasil  investasi  dana  jaminan  social 
dianggap masih relative kecil, dan tata kelola dana 
jaminan social juga dianggap masih kurang baik.

Namun  demikian,  dalam  pelaksanaannya 
BPJS kesehatan yang telah dijalankan tentunya ada 
saja  permasalahan-permasalahan  yang  dihadapi 
baik  oleh  peserta  BPJS  kesehatan maupun pihak 
pemberi layanan kesehatan, dari berbagai persoalan 
pelaksanaan program dari BPJS Kesehatan tampak 
masih banyaknya persoalan akan pelaksanaan JKN 
yang  adanya  persoalan  kartu  BPJS  dibagi 
kepesertaan,  adanya  masalah  fasilitas  layanan 
dibagian  pelayanan,  dan  ada  persoalan  sulitnya 
klaim  untuk  biaya  yang  dipertanggungjawabkan 
dibagian pengajuan klaim. Banyaknya persoalan ini 
sehingga menarik perhatian peneliti untuk meneliti 
bagaimana  kualitas  pelayanan  program BPJS  ini 
dan  peneliti  bermaksud  menggambarkan  kualitas 
pelayanan  kesehatan  yang dirasa   peserta   BPJS 
tidak sesuai dengan kebijakan yang ada. Sekaligus 
menggambarkan  kendala-kendala  yang  dihadapi 
oleh  instansi  yang  bersangkutan  dalam 
mengevaluasi  kebijakan  tersebut  dalam 
peningkatan kualitas pelayanan kesehatan.

Penyelenggara  pelayanan  BPJS 
Kesehatan dokter keluarga, klinik, puskesmas dan 
rumah  sakit.  Alur  pelayanan  peserta  BPJS 
Kesehatan adalah peserta  dating dan berobat  ke 
puskesmas/  dokter/  klinik  pertama,  jika  dirasa 
perlu  maka  peserta  dapat  meminta  rujukan  ke 
rumah sakit, kemudian menyerahkan rujukan dan 
persyaratan yang dibutuhkan BPJS Kesehatan di 
BPJS center,  apabila  persyaratan sudah lengkap 
bias berobat di rumah sakit.

Penelitian  ini  akan  dilakukan  ditingkat 
pelayanan BPJS Kesehatan yaitu di rumah sakit, 
karena  rumah  sakit  merupakan   penyelenggara 
BPJS Kesehatan yang menyiapkan fasilitas paling 
lengkap dan banyak pasien yang merujuk kesana, 
karena potensi permasalahan pelayanan kesehatan 
semakin besar.

Peneliti  mengambil  lokasi  di  Rumah 
Sakit  Umum  Daerah  (RSUD)  Ibnu  Sina 
Kabupaten Gresik sebagai Subyek penelitiannya. 
Rumah Sakit Umum Daerah Ibnu Sina Kabupaten 
Gresik  memiliki  fasilitas  yang  cukup  memadai 
dan  ditunjang  dengan  alat  medis  canggih  dan 
dokter spesialis senior di Kota Gresik. Selain itu 
RSUD  Ibnu  Sina  merupakan  salah  satu  rumah 
sakit  umum  daerah  di  Kabupaten  Gresik  yang 
lulus ISO.

Rumusan Masalah
Melalui  pemaparan  latar  belakang  di 

atas, maka perumusan masalah yang dikaji dalam 
penelitian ini adalah:
Bagaimana  kualitas  pelayanan  kesehatan  untuk 
pasien  peserta  Badan  Penyelenggara   Jaminan 
Sosial  (BPJS)  di  RSUD  Ibnu  Sina  Kabupaten 
Gresik ditinjau dari dimensi kualitas pelayanan?

Pelayanan Publik

http://www.bpjskesehatan.go.id/berita-117-bpjs-kesehatan%20-harus-mengantisipasi-potensi-masalah.html
http://www.bpjskesehatan.go.id/berita-117-bpjs-kesehatan%20-harus-mengantisipasi-potensi-masalah.html
http://www.bpjskesehatan.go.id/berita-117-bpjs-kesehatan%20-harus-mengantisipasi-potensi-masalah.html
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Pelayanan  publik  menurut  para  ahli  mempunyai 
pengertian yang beragam, akan tetapi pada intinya 
definisi  pelayanan public yang dikemukakan oleh 
para  ahli  mempunyai  kesamaan  arti.  Para  ahli 
mengembangkan  berbagai  macam  definisi  untuk 
menjelaskan  apa  itu  pelayanan  publik.  Masing  – 
masing definisi memiliki penekanan berbeda-beda. 
Sebelum  mengemukakan  definisi  tentang 
pelayanan public dalam penelitian  ini,  maka akan 
terlebih  dahulu  dijelaskan  beberapa  pengertian 
pelayanan  publik  yang  dikemukakan  oleh   para 
ahli.   Definisi   yang   pertama menurut Kurniawan 
(Sinambela,  2006:  5)  pelayanan  public  diartikan 
sebagai  pemberian  layanan  atau  melayani 
keperluan  masyarakat  yang   mempunyai 
kepentingan pada organisasi pada organisasi yang 
sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang telah 
ditetapkan.

Pelayanan sendiri  berarti  melayani  suatu 
jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat dalam segala 
bidang.  Kegiatan  pelayanan  kepada  masyarakat 
merupakan salah satu tugas dan fungsi administrasi 
Negara  (Sedarmayanti,  2009:  243).  Pelayanan 
adalah  suatu  pendekatan  organisasi  total  yang 
menjadi  kualitas  pelayanan  yang   diterima 
pengguna jasa sebagai kekuatan penggerak utama 
dalam  pengorperasian  bisnis  (  Albert  dalam 
Levelock dalam Sedarmayanti, 2009:243).

Kualitas Pelayanan
Secara  teoritis,  tujuan  pelayanan 

kesehatan yang termasuk dalam pelayanan public 
pada  dasarnya  adalah  memuaskan  masyarakat  di 
bidang  kesehatannya.  Untuk  mencapai  kepuasan 
itu,  pemerintah  harus  memberikan  kualitas 
pelayanan yang baik.

Menurut Parasuraman (1990: 57), kualitas 
layanan yang dipersepsikan oleh pelanggan dapat 
didefinisikan  sebagai  seberapa  besar  kesenjangan 
(gap)  antara  persepsi  pelanggan  atas  kenyataan 
layanan  yang  diterima  (customer  preceptions)  
dengan expectasi-nya. Jadi kualitas layanan dapat 
diketahui  dengan  cara  membandingkan  persepsi 
pelanggan  atas  layanan  yang  secara  nyata  telah 
diterima dengan layanan yang diharapkan. Secara 
umum  dapat  dikatakan  kualitas  layanan 
naik/memuaskan  apabila  persepsi  pelanggan  atas 
layanan  yang  dirasakan  ((customer  preceptions)  
sama atau   melebihi dari  apa yang diharapkan.

Kualitas  pelayanan  menurut  Ibrahim 
(2008:  22)  adalah  sesuatu  yang  berhubungan 
dengan  terpenuhinya  harapan  atau  kebutuhan 
pelanggan, dimana pelayanan dikatakan berkualitas 
apabila dapat menyediakan produk dan jasa sesuai 
dengan kebutuhan pelanggannya.

Metode Penelitian
Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan 

kualitatid.  Teknik  penentuan  informan  dilakukan 

secara  purposive,  dimana  informan  yang  dipilih 
merupakan pihak yang dianggap paling mengetahui 
dan  memahami  tentang  permasalahan  dalam 
penelitian ini. Tipe penelitian ini adalah kualitatif 
deskriptif.  Metode  pengumpulan  data  melalui 
observasi, wawancara mendalam dan dokumentasi 
untuk mendapatkan data primer dan data skunder. 
Pemeriksaan  keabsahan  data  pada  penelitian  ini 
menggunakan teknik triangulasi sumber data. Dan 
teknik analisis  data  kualitatif  mengikuti  pendapat 
Miles  dan Huberman (Sugiyono,  2010:246),  yaitu 
reduksi  data,  penyajian  data  dilakukan  dengan 
menggunakan  bentuk  teks  naratif,  dan  penarikan 
kesimpulan.  Data  yang  diperoleh  dilakukan 
pemaparan serta interpretasi.

Dimensi Kualitas Pelayanan
Menurut  Joseph  S.  Martinich  1997, 

(dalam Zulian Yamit,  2004: 11) mengemukakan 
bahwa  spesifikasi  dari  dimensi  kualitas  produk 
yang  relevan  dengan  pelanggan  dalam  enam 
dimensi, yaitu:

a. Performance.  Hal  yang  paling 
penting  bagi  pelanggan  adalah  apakah 
kualitas produk menggambarkan keadaan 
yang  sebenarnya  atau  apakah  pelayanan 
diberikan dengan cara yang benar.
b. Range  and  Type  of  Features. 
Selain fungsi utama dari suatu produk dan 
pelayanan, pelanggaran seringkali tertarik 
pada kemampuan atau keistimewaan yang 
dimiliki produk dan pelayanan.
c. Reliability  dan  Durability.  
Kehandalan  produk  dalam  penggunaan 
secara  normal  dan  berapa  lama  produk 
dapat  digunakan  hingga  perbaikan 
diperlukan.
d. Maintainability  and 
Serviceability.  Kemudahan  untuk 
mengoperasikan  produk  dan  kemudahan 
perbaikan  maupun  ketersediaan 
komponen pengganti.
e. Sensory  Characteristic.  
Penampilan,  corak,  rasa,  daya  tarik  bau, 
selera,  dan  beberapa  faktor  lainnya 
mungkin  menjadi  aspek  penting  dalam 
kualitas.
f. Ethical  Profile  and  Image.  
Kualitas adalah bagian terbesar dari kesan 
pelanggan  terhadap  produk  dan 
pelayanan.

Selanjutnya Le Boeuf (1992:68) juga memberikan 
ulasan  atas  kelima  variabel  kualitas  layanan 
sebagai berikut:
a. Keterhandalan (reliability);
Adalah penampilan yang konsisten, di mana hal 
yang  paling  diinginkan  pelanggan  dalam  arti 
pelayanan  yang  selalu  bisa  dihandalkan. 
Pelayanan  yang  bisa  dihandalkan  akan 
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mengandung unsur:  melakukan apa  yang sudah 
dijanjikan,  melakukan  pada  saat  yang  sudah 
dijanjikan,  melakukan  pada  kesempatan  yang 
pertama, dan menyelesaikan tepat pada waktunya.
b. Kepercayaan (assurance);
Dalam  hal  ini  jasa  yang  diberikan  bebas  dari 
kesalahan, resiko dan keragu-raguan serta terjaga 
kerahasiaannya.  Keterpercayaan  ini  akan 
menghasilkan  ketenangan  jiwa  di  mana 
ketenangan jiwa merupakan suatu hal  yang rela 
dibayar  oleh  pelanggan  di  dalam  mendapatkan 
keamanan dan jaminan atas timbulnya masalah.
c. Bukti langsung (tangibels);

Bukti  langsung/penampilan  memang  bisa 
menyesatkan  akan  tetapi  sebagaian  besar 
kesimpulan   terhadap   kualitas   pelayanan  ditarik 
oleh pelanggan berdasarkan apa yang dilihat oleh 
indera  penglihatan  pelanggan.  Hal-hal  yang 
berkaitan  dengan  pelayanan  yang  bisa  dilihat, 
dicoba, dirasa dan didengar akan membentuk opini 
tertentu,  baik  atau  jelek  atas  pelayanan  yang 
diberikan perusahaan.
d. Tanggap (responsivenes);
Tanggap berarti ada ditempat, bisa dihubungi, dan 
bersedia  menolong pelanggan  setiap  kali  mereka 
menghadapi  masalah.  Tanggap  berarti  juga 
senantiasa memberikan informasi yang cukup dan 
menyediakan pelayanan secepat mungkin.
e. Simpatik (emphaty).
Setiap  pelanggan  merupakan  pribadi  yang  ingin 
diperlakukan  secara  khusus.  Ia  mempunyai 
kepribadian,  keinginan  dan  alasannya  yang  unik 
dalam menjatuhkan pilihan untuk membeli produk 
perusahaan.  Bila  perusahaan  memperlakukannya 
sebagai  seseorang yang khusus  dan memecahkan 
masalah  yang unik  itu,  maka  ia  pasti  akan terus 
menjadi  pelanggan.  Simpatik  artinya  mencoba 
untuk  berdiri  ditempat  pelanggan,  mencoba 
memahami pandangannya dan mencoba apa yang 
dirasakannya.  Ini  juga  berarti  mendengar  dengan 
seksama,  mengajukan pertanyaan yang tepat,  dan 
menyesuaikan pelayanan sehingga bisa menolong 
sebisa mungkin.

Sementara  itu  ada  beberapa  pakar 
pemasaran  seperti  Parasuraman,  Zeithaml,  dan 
Berry  (dalam  Tjiptono,  2004:  69)  yang 
mengidentifikasi  sepuluh  faktor  utama  yang 
menentukan kualitas pelayanan, yang meliputi:

1. Reliability,  mencangkup  dua  hal  yang 
pokok,  yaitu  konsistensi  kerja 
(performance)  dan  kemampuan  untuk 
dipercaya (dependability)

2. Responsiveness,  yaitu  kesiapan  para 
karyawan  untuk  memberikan  jasa  yang 
dibutuhkan pelanggan

3. Competence,  artinya  setiap  orang  dalam 
suatu perusahaan memiliki ketrampilan dan 
pengetahuan  yang  dibutuhkan  agar  dapat 
memberikan jasa tertentu.

4. Access,  meliputi  kemudahan  untuk 

dihubungi dan ditemui
5. Courtesy,  meliputi  sikap  sopan  santun, 

respek,  perhatian,  dan  keramahan  yang 
dimiliki  para  contact  personal  (seperti 
resepsionis, operator, dan lain-lain)

6. Communication,  memberikan  informasi 
kepada pelanggan dalam bahasa yang dapat 
mereka pahami serta selalu mendengarkan 
saran dan keluhan pelanggan.

7. Credibility, yaitu sifat jujur dan dapat dipercaya
8. Security,  yaitu  aman  dari  bahaya,  risiko, 

atau keragu-raguan
9. Understanding/knowing  the  Customer, 

yaitu  usaha  untuk  memahami  kebutuhan 
pelanggan.

10. Tangibles,  yaitu bukti  fisik dari 
jasa, bisa berupa fasilitas fisik, peralatan 
yang dipergunakan, representasi fisik dari 
jasa
Dalam penelitian ini, peneliti memilih 6 

dimensi kualitas pelayanan dimana dimensi yang 
diambil tersebut, untuk melihat kualitas pelayanan 
di  RSUD Ibnu  Sina  Kabupaten  Gresik  mampu 
menganalisa secara umum pelayanan seperti apa 
yang  diberikan  kepada  pengguna  layanan. 
Dimensinya  akan  dijelaskan  secara  teoritis 
sebagai berikut:

1. Tangible (bukti fisik), berkenaan 
dengan penampilan fisik fasilitas layanan, 
peralatan atau perlengkapan, sumber daya 
manusia,  dan  materi  komunikasi 
perusahaan
2. Responsiveness  (daya  tanggap), 
berkenaan  dengan  ketersediaan  dan 
kemampuan  untuk  menyampaikan 
layanan  yang  dijanjikan  secara  akurat 
sejak pertama kali.
3. Competence (kompetensi),  yaitu 
setiap  karyawan  dalam  perusahaan  jasa 
tersebut  memiliki  keterampilan  dan 
pengetahuan yang dibutuhkan agar dapat 
memberikan jasa tersebut
4. Credibility  (kredibilitas),  sikap 
jujur  dan  dapat  dipercaya,  kredibilitas 
yang  mencakup  nama  perusahaan, 
reputasi perusahaan, karakteristik contact 
personal, dan interaksi dengan pelanggan.
5. Access  (Akses),  yaitu  meliputi 
kemudahan untuk dihubungi dan ditemui. 
Hal ini berarti lokasi, fasilitas jasa mudah 
dijangkau,  waktu  menunggu  yang  tidak 
terlalu  lama,  saluran  komunikasi  mudah 
untuk dihubungi
6. Communication  (komunikasi), 
artinya  memberikan  informasi  kepada 
pelanggan  dalam  bahasa  yang  dapat 
dipahami,  serta  selalu  mendengarkan 
saran dan keluhan pelanggan.

Kesimpulan
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Secara  keseluruhan  dapat  disimpulkan 
bahwa  kualitas  pelayanan  kesehatan  bagi 
penerima  pasien  BPJS  di  RSUD  Ibnu  Sina 
Kabupaten Gresik dalam memberikan pelayanan 
kepada masyarakat sudah cukup baik dan sudah 
sesuai  dengan  apa   yang  menjadi  harapan 
masyarakat. Dalam prosesnya, pihak RSUD Ibnu 
Sina Kabupaten Gresik selalu berusaha memenuhi 
harapan  masyarakat  khususnya  penerima  BPJS, 
ini  terlihat  dari  adanya  survey  tentang  harapan 
masyarakat  terhadap  pelayanan  di  rumah  sakit 
dan  adanya  keluhan-keluhan  yang  ada,  serta 
mengevaluasi  apa  yang  kurang  dan  harus 
diperbaiki.  Selain  itu,  proses  pelayanan  yang 
diberikan  masyarakat  juga  sudah  sesuai  dengan 
standar pelayanan yang ada.
Kualitas  Pelayanan  kesehatan  bagi  penerima 
BPJS,  dapat  dilihat  dari  6  dimensi  kualitas 
pelayanan yang ada yaitu:
1. Tangible (Penampilan fisik)

Fasilitas  fisik  seperti  alat-alat  penunjang 
pemeriksaan  sudah  tersedia  dengan  jumlah  yang 
memadai,  sehingga  dapat  menunjang  kegiatan 
operasional  rumah  sakit  sebagai  pelaksana 
pelayanan kesehatan, dan untuk fasilitas rawat inap 
kelas  III  serta  ruang  tunggu  dirasa  sudah  cukup 
memadai namun untuk fasilitas sanitasinya dirasa 
kurang dijaga kebersihannya.
2.Responsiveness (daya tanggap)
Daya tanggap sudah cukup baik dengan didukung 
adanya layanan penanganan keluhan dan layanan 
saran-saran.  Ketanggapan  petugas  menerima 
keluhan  dan  menanggapi  keluhan  pasien  dinilai 
baik oleh pasien rawat inap dan pasien rawat jalan 
peserta bpjs di RSUD Ibnu Sina Kabupaten Gresik. 
Sistem  pelayanan  pengaduan  yang  dimiliki  oleh 
pihak  rumah  sakit  merupakan  sistem  pelayanan 
untuk melakukan perbaikan terhadap sistem yang 
ada.
3. Competence (kompetensi)
Dari  segi  kuantitas  (jumlah  staff)  yang  dimiliki 
oleh  RSUD  Ibnu  Sina  Kabupaten  Gresik  dalam 
melaksanakan pelayanan kesehatan ini sudah cukup 
memadai,  sehingga  hal  ini  tidak  mengganggu 
jalannya pelayanan kepada masyarakat. Sedangkan 
dari  segi  kualitas  staff  yang dimiliki  oleh RSUD 
Ibnu Sina Kabupaten Gresik cukup memadai dan 
sangat  baik,  para  staff  tersebut  memiliki  tingkat 
pendidikan,  keahlian  serta  pengalaman  yang 
mencukupi  untuk  melaksanakan  pelayanan 
kesehatan. Hal ini tidak terlepas dari upaya-upaya 
yang  dilakukan  oleh  pihak  RSUD  Ibnu  Sina 
Kabupaten  Gresik  dengan  mengikutsertakan  para 
staffnya  dalam  pelatihan-pelatihan  yang 
diselenggarakan oleh RSUD Ibnu Sina Kabupaten 
Gresik.
4. Credibility (kredibilitas)
Kredibilitas  yang mencakup kedisiplinan petugas, 
tanggung jawab petugas serta frekuensi kunjungan 
dokter  sudah  cukup  baik,  walau  terkadang  tidak 

tepat  waktu  dalam  pelaksanaan  atau  dalam  hal 
pemeriksaan,  hal  itu  tidak  mengurangi  kualitas 
pelayanan yang diberikan.
5. Access (Akses)
Terdapat kemudahan dalam menghubungi petugas, 
baik  itu  langsung  mendatangi  pos  pelayanan 
maupun  meminta  bantuan  petugas  untuk 
menghubungi dokter bila dibutuhkan. Serta sudah 
terdapat kemudahan dan kejelasan prosedur tentang 
alur maupun persyaratan dalam pelayanan.
6. Communication (komunikasi)
Dalam kaitannya dengan kejelasan petugas dalam 
memberikan  petunjuk  serta  arahan  pelaksanaan, 
telah ada kejelasan dalam petunjuk, perintah serta 
arahan  sejelas-jelasnya  kepada  pihak  pengguna 
layanan. Sedangkan dalam pemanfaatan pelayanan 
pengaduhan,  telah  ada  layanan  pengaduan  di 
Rumah Sakit tetapi untuk memanfaatkannya masih 
kurang.
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